
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 
NOMOR 48 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah 

Kabupaten Penukal Ahab Lematang Ilir Nomor Tahun 

2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 . 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

2. 

3 . 

Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

4 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang 

Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di 

Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5400); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
Sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4138); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 21, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171); 

19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 

Nomor 1); 

20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2021 Nomor 

4); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 

Pasal l 

Laporan Reaiisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 Terdiri Atas : 
1. Pendapatan 

2. 
a. 

b. 

3. 

a. Pendapatan Asli Daerah 
b. Pendapatan Transfer 
c. Lain-Lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah 
Jumlah Pendapatan 

Belanja 
Belanja Tidak Langsung 
1) Belanja Bunga 
2) Belanja Hibah 
3) Belanja Bantuan SosiaI 
4) Belanja Bagi Hasil 
5) Belanja Bantuan Keuangan 
6) Belanja Tidak Terduga 

Belanja Tidak Langsung 

Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Belanja Langsung 
Total Belanja 
Surplus (Defisit) 

Pembiayaan 
a. Penerimaan 
b. Pengeluaran 
Jumlah Pembiayaan Netto 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan 

Pasal 2 

Rp. 67.909.514.128,65 
Rp. l.529.505.428.879,34 

Rp. 37.942.101.715,00 
Rp. 1.635.357.044. 722,99 

Rp. 15.175.655.384,00 
Rp. 50.160.316.628,00 
Rp. 10. 991.000.000,00 
Rp. 79.346.436.341,00 
Rp. 84.959.970.035,00 
R12 1.961.471.664,00 
Rp. 242.594.850.052,00 

Rp. 201.804.414.909,00 
Rp. 338.116.747.670,00 
Rp. 425.054.064.385,00 
Rp. 964.975.226.964,00 
RQ. 1.207.570.077.016,00 
Rp. 427.786.967.706,99 

Rp. 7.374.303.936,17 
RQ. 200.545.348.542,00 
(Rp 193.171.044.605,83) 

Rp. 234.615.923.101,16 

Ringkasan Laporan Reaiisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum daiam Lampiran 1 Peraturan Bupati 
PenukaI Ahab Lematang Ilir ini. 

PasaI 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
daiam pasal 1 dirinci lebih lanjut ke daiam Penjabaran Laporan 
Reaiisasi Anggaran. 



Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati 
Penukal Abab Lematang Ilir ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
Penukal Abab Lematang Ilir m1. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir ini mulai berlaku 
pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 

Ditetapkan di Talang Ubi 
pada tanggal B:) - 8 - 2022 

~ BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG IL!R,12, 

~ 
~ ~ ERI AMALINDO 

Diundangkan di Talang Ubi 
pada tanggal ~:J - 8 - 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
-~ BUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, (}--

KARTIKA YANTI 

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2022 

NOMOR LJB 


